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GUBSRft-LTR. GoRoHTALs
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR jz TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN B$I{IH

IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTAU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EISA

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa berdasarkan pasal LT peraturan Daerah Nornor 12
Tahun 2or3 tentang organisasi dan Tater Kerja Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk org;anisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinars Balai lP,engendalian
Benih Ikan Air Tawar provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanzr dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan iperaturan Gutrcrnur
Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tarlcr Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai pengembarngan Berrilh lkan Air
Tawar Provinsi Gorontalo;

: 1. undang-undang Nomor 8 Tahun lgr4 Lentang .p,okok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia'llahun lgr4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah derrgan undtaurg-urrdang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. Repubtih lnclonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negiu:a Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pe:mbentukan

Provinsi Gorontalo (t embaran Negara Republilir Indonesia
Tahun 20oo Nomor 2s8, Tambahan Lembaran Negeua Republik
Indonesia Nomor aO6O);

3. undang-Undang Nomor rr rahun 2o0g tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indrcnesia T'ahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
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4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang l?r:mer.iltahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia f'ahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah te:rakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2'o0g tr:ntang
Perubahan Kedua Atas undang-undang l\lomor 32 ,rahurr 

2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaLr.a Flepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran lrlegara
Republik Indonesia Nomor a84a\;

5, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang F,erinrbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusert dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2oo4 l\lomor L2(i,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia No:mor 443g);

6. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1r rtentang pemben.tukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegeLra Republik
Indonesia Tahun 2orL Nomor g2, Tambahan Lemtlerran I\legara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

7. undang-undang Nomor 4s rahun 2009 terntang pembahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2oo,+ tentang per:ilkanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomo.r 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo,nesia Norrnor 5073);

8. undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang F,e,mbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Relrublik
Indonesia Tahun 2o1l Nomor g2, 'lambattan 

Lemtteran l\tegara
Republik Indonesia Nomor S23a\

9. Peraturan Pemerintah Nomor l5g rahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar.n Nega.r. R,epublik
Indonesia Tahun 20os Nomor 140, Tambahan Lemtreran Negara
Republik Indonesia Nomor a57g);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O(r7 tentang penrbagial
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, lPemerin&r6an Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernlcaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2oar Nfomor g2, Tantbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTZT);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2o(rr tentang org,a:risasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulblik Indornesia Tahun
2ooz Nomor 8s, Tambahan Lembara:r Negar,a Repubrik
Indonesia Nomor aTaO\

12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2o13 terntang organiszrsi dan
Tata Ke4'a Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lemberr.an D*erah
Provinsi Gorontalo Tahun 2or3 Nornor 12, ,rambahan. 

Lenrbaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1O). 
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MEMUTUSI(AN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEINTUKAN ORG.AllllSAlSI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TIIKNIS I)INAS BALAI

PENGEMBANGAN BENIH IKAN AIR TAWAR PROVINSI (iORC|I\ITALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Prol,insi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara,arr urusam
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD rnenurut asers
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sieluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesahrran Fle,publik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lfndang- I-lndan.g Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adaiah Gubernur, Buperti, atau rr,Iralikot.a, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pr:merintaha.n

daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi (ioro.n1alo.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi rSorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peri.kanan Cleur Lr.elautan

Provinsi Gorontalo.

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana 'l,eknis Balai
Pengembangan Benih Ikan Air Tawar.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat tJPT[l redalah
Unit Pelaksana Teknis Baiai Pengem'bangan Benih Ikan Air'lawar,
pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontzdo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk unit pela-l.rsana 'reknis

Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, pada Din,as perikanan

dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang clipimpin ole.h,
seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas. 
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Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas clirras di

bidang pengembangan Benih air Tawar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPID mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan urusan administrasi kepegJawaian,

administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan p,sllsngkapzur

UPTD;

b. menyusun program dan kegiatan dibidang perben.itran ikan air
tawar;

c. Menyelenggarakan kebijakan teknis produksi induk, produksi
calon induk dan produksi benih sebzrr ikan air tawar;

d. menyelenggaraakan pembinaan/pelaayanan tekrris <libidang
perbenihan ikan air tawar;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidarig perbr:niha.n
ikan air tawar;

f. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan pembesaran
ikan air tawar;

g. melakukan kerjasama dilingkup tugas pokok dan fungsinyer;
h. menyelenggarakan pengawasan mutu induk, calon induk dan

benih sebar ikan air tawar;
i. menyelenggarakan Domestifikasi ikan air tawar;
j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan perlerporan

perbenihan kegiatan tupoksi LJprD, Balai Etenitr Ikan
Kabupaten/Kota dan unit Pembenihan ralryat Ikan Air Tawer;

k. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi darr
singkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya;

l. pengembangan informasi teknologi perbenihan ikan zdr tavrerr;
m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan .iungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

t1) susunan organisasi unit pelaksana Teknis Dinas terdiri a.ta.s:
a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Teknis;

d. Seksi Produksi.
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(21 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagedmana

tercantum pada lampiran dan merupakan bagian ta.k terpisiahkaLn

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD berternggungjawerb

kepada Kepala Dinas;

(21 Kepala UPTD wajib menerapkan pri:nsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun irrstansi

teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Mempunyai Fungsi:

a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ruma.h

tangga dan perlengkapan;

b. men]rusun program dan kegiatan dilingkup tugers; pcko da:r

fungsinya;

c. melaksakan kebijakan teknis produksi induk, produkrii cal.on
induk dan produksi benih sebar ikan air tawar;

d. meiaksanakan pembinaanlperaayanan teknis <libidang

perbenihan ikan air tawar;

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perbenihan

ikan air tawar;

f. melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan dan pembesaran

ikan air tawar:

g. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dilj.ngkup tugars
pokok dan fungsinya;

h. melaksanakan pengawasan mutu irrduk, calon indul< dan benih
sebar ikan air tawar;

i. melaksanakan Domestifikasi ikan air.tawar;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan

kegiatan tupoksi UPTD, Balai Beni.h Ikan Kabupaten/K,rta dan
Unit Pembenihan ralryat Ikan Air Tawar;

k. melakukan koordinasi, konsultasi dan singkronisas;i dilingkup
tugas pokok dan fungsinya;

l. melaksanakan pengembangan infcrrmasi teknolog.i perSenihan

ikan air tawar;

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan lungsinya.

.J

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas memberikare peleryana,n

teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian ilata Usatra

mempunyai fungsi :

a. menJrusun program dan kegiatan UPTD;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi

keuangan;

c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan

perlengkapan;

d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasai 1 1

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanalcian s,ebagian
tugas UPTD dibidang pembinaan, pendidikan dan, pelatihan,
pengawasan mutu dan pengembangan informasi perbenilean ikan air
tawar.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi pelaya.rran Teknj.s
mempunyai fungsi :

a. men]rusun program dan kegiatan dibidang pela1'eman tekni.s
perbenihan ikan air tawar;

b. melakukan pembinaan teknis perbenihan ikan air tlwar di BEII
Kabupaten/Kota dan Unit Pembenihan ralqyat;

c. mencari teknologi baru dibidang perbenihan ikan air tilwar';
d. melaksanakan pendidikan dan pelal.ihan teknis perlaenihran ikan

air tawar;

e. meiakukan pengawasan mutu induk, calon indulc darL beni.h
sebar ikan air tawar;

f. membuat dan menyebarkan informasi teknologi perlrr:nihirn ikarn
air tawar;

g. melakukan monitoring ,evaluasi dan pelapora,rr dibidang
pelayanan teknis perbenihan ikan air tawar;

h. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan teknirs pertrenihal
ikan air tawar;

i. melakukan konsultasi, koordinasi dan singkronis,asi kegiatap
dilingkup tugas pokok dan fungsinya. I
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Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas rnelaksanakan seb,agian tugzrs
UPTD dibidang produksi induk, calon induk, benih s;ebar aplikasi

teknologi, domistifikasi dan distribusi ikan air tawar.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Aplikasi reknologi
mempunyai tugas :

a. memproduksi induk, calon induk dan benih sebar ikan air tawar;
b. melaksanakan kegiatan aplikasi teknologi pada benih :ikan air

tawar;

c. melaksanakan kegiatan domestifikasi ikan air tawar;

d. menyusun program dan kegiatan dibidang produkrsi berrih ikan
air tawar di UPTD:

e. melakukan bimbingan teknis perbenihan bagi sta.ke h,rlder rli
lapangan pada unit produksi UPTD;

f. melakukan monitoring dan evalsuasi pada lingkup tugas pokc,k
dan fungsi;

g. melakukan Koordinasi, sinkronisasi. dan konsultasi di lingkup
tugas pokoknya;

h. membuat laporan tahunan dilingkup tugas pokok dan. fungsi
seksi produksi;

i. melakukan distribusi induk, calon induk dan benih sebar;
j. melakukan pencatatan penggunaan pakan;

k. melakukan kesehatan lingkungan dan kesehatan ikan.

BAB VI

KEPEGAWAiAN

Pasal 15

(1) Kepaia UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkzrt dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerajh
Provinsi sesuai peraturan perundang-unclangan;

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan uprD diangkat darn
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undanga.n.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan r3ubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah l)rovinsi
Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkaLn per-atural
perundang-undangan. n7 V
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pt:raturaLn

Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2OI2 tentang pemb,entukaLn

organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dina.s Balai
Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Provinsi Gororrtalo (Berita

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2ol2 Nomor 46]t dicatrut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetaipka::.
Agar setiap orarlg mengetahuinya memerintahkan p,e:ngundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam I}erita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GoRoNTALo TAHUN 2013 NoMoR ,2
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
, ,z TAHUN 20 13
: -3C ic**::i:+s. 2013
: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA K.ERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENC|EMISANGA,N
BENIH IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPAI.A UPTD

SEKSI
PEUYANAN TEKNIS

SEKSI
PRODUKSI
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